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putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan 

penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Lasuti bin Lajide, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 

pekerjaan petani, tempat kediaman di Pekkae, Kelurahan 

Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai 

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 

Mei 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Br 

tanggal 27 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ashandi bin Lasuti dan 

selaku wali nikah;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun atau belum 

mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut 

(Ashandi bin Lasuti) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang 

bernama Nurlaela Hasnur binti Hasaruddin, umur 14 tahun;

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon 

meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa laki-
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laki yang melamar tersebut (Nurlaela Hasnur binti Hasaruddin) adalah 

calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik;

5. Bahwa anak Pemohon (Ashandi bin Lasuti) telah setuju dan siap untuk 

dinikahkan dengan calon suami (Nurlaela Hasnur binti Hasaruddin);

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Ashandi bin Lasuti) dengan 

calon suami (Nurlaela Hasnur binti Hasaruddin) tidak ada halangan untuk 

melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan 

halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut 

hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka 

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan 

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Ashandi bin 

Lasuti untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, 

Nurlaela Hasnur binti Hasaruddin di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Subsider :

• Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang 

menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir 

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai relaas panggilan tanggal 4 Juni 2015 dan 13 Juni 2015.
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Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah 

sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh 

karenanya Pemohon selaku pihak yang berkepentingan tidak bersungguh-

sungguh dalam mengajukan permohonannya karena tidak pernah datang 

menghadap di persidangan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan 

gugur sebagaimana ketentuan pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan 

kepada Pemohon.   

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur. 

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana 

Mulya., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ali Rasyidi 
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Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. 

St. Suriani sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan 

Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota ttd

ttd Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Uten Tahir, 

S.HI.,M.H ttd Panitera 

Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, 

Lc ttd Dra. 

St. Suriani

Perincian biaya :

• Pendaftaran : Rp   30.000,00

• ATK Perkara : Rp   50.000,00

• Panggilan : Rp 170.000,00

• Redaksi : Rp     5.000,00

• Meterai : Rp     6.000,00

Jumlah : Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
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